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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sistem penyelesaian
maladministrast di Indonesia dalam perspekuf peraturan perundang-undangan
yang berlaku dengan adanya dua lembaga yang memiliki kewenangan dalam
penyelesaian tindakan maladministrasi yakni antara PTUN dan Ombudsman.
Penelitian ini merupakan peneliian normatif dengan pendekatan perundang-
undangan dan konseptual yang disusun secara deskripsuf untuk menghasilkan
solusi berdasarkan permasalahan vang dikaji. Adapun hasil penelitian in1 bahwa
penyelesaian tindakan maladministrasi di indonesia dapat ditempuh dengan 2
(dua) sistem yakni sitem litigasi dan sistem nonlitigasi, yang mana sistem litigasi
berada di PTUN berdasarkan pasal 51, 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Jo Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 87 Undang-Undang
Nomor 3() Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sedangkan sitem
penyelesaian non litigasi diselesaikan oleh Ombudsman sebagaimana yang diatur
dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang
Ombudsman Jo Pasal 46 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik. Namun tidak adanya aturan vang jelas mengenair batasan
bentuk maladministrasi yang dapat diselesaikan oleh masing-masing lembaga
schingga penulis menyarankan agar terciptanya kepastian hukum dalam
penyelesaian tundakan maladminitasi di Indonesia dan terciptanya pelayanan
publik yang baik dan berkualitas maka sangat perlu adanya aturan hukum yang
jelas mengatur batasan mengenai jenis maladminitrasi yang dapat diselesaikan
oleh PTUN atau Ombudsman.
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